Lampiran

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 95 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN/ PENGANGKATAN TIM VERIVIKASI

HUTANG KABUPATEN YAHUKIMO

: 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

. bahwa untuk kelancaran Pemerintahan, pembangunan serta tertib

administrasi  dilingkungan Pemerintah Daerah  Kabupaten
Yahukimo tahun 2018 dipandang perlu untuk mengetahui dan
mendata keberadaan serta jumlah hutang Pemerintah Daerah
Kabupaten Yahukimo serta memverifikasi hutang tersebut.

. bahwa untuk memuverifikasi dan mendata keberadaan serta jumlah

hutang dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo,
perlu dibentuk tim yang secara khusus bertugas untuk mendata
hutang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas

perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor
47);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
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Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4609), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang
Pengelolalaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4855)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Verifikasi Hutang Kabupaten Yahukimo dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran
keputusan ini;

Tim verifikasi hutang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

bertugas:

a. Melakukan Verifkasi Hutang Pemerintah Daerah Kabupaten
Yahukimo pada setiap ( SKPD) ;

b. Menginventarisir dan merekapitulasi semua hutang Pemerintah
Daerah Kabupaten Yahukimo;

c. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati
untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 22 Mei 2018

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

CAP/TTD

UNDANGAN
ABOCK BUSUP

MUSTAN

NIP.196812212003121005



Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :95 Tahun 2018
Tanggal : 22 Mei 2018

SUSUNAN TIM VERIFIKASI HUTANG KABUPATEN YAHUKIMO

NO ANGGOTA JABATAN
DALAM TIM
1 3
1 INSPEKTUR DAERAH KOORDINATOR
2 JOSEPH PULUNG SEKRETARIS
3 KEPALA BAPPEDA ANGGOTA
4 KEPALA BAGIAN HUKUM ANGGOTA
5 MATHIUS, S.Hut ANGGOTA
6 PETRUS RAPPA, ST ANGGOTA
7 JOHN TEKDANG, ST ANGGOTA
8 ORSAM, ST ANGGOTA
9 YOSPAT PAHABOL ANGGOTA
10 ANESAL MOHI, SH ANGGOTA
11 YERTAS JURI, ST ANGGOTA
12 HENDRIK, ST ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- CAP/TTD
UNDANGAN

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005



